
 
 
 
 
 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL 
 

NOMOR 18 TAHUN 2009 
 

T E N T A N G 
 

PEMBENTUKAN ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 
KABUPATEN BANTUL 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI BANTUL, 

 
Menimbang : a. bahwa kondisi daerah yang aman, tentram dan tertib guna menciptakan 

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta kegiatan masyarakat yang 
kondusif, merupakan kebutuhan mendasar bagi masyarakat; 

 
b. bahwa organisasi perangkat daerah yang berbentuk Satuan Polisi Pamong Praja 

berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2007 tentang 
Pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul ternyata 
belum dapat mengatasi dinamika perkembangan dan tantangan tugas yang 
dihadapi, sehingga perlu penyesuaian; 

 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf 

b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang   Pembentukan 
Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul; 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah 
Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara 
Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950); 

 
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3890); 

 
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 

 
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12  Tahun 2008 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844); 

 
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai 

Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara 
Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950); 
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6. Peraturan Pemerintah Nomor  38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4737); 

 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 

 
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis 

Penataan Organisasi Perangkat Daerah; 
 
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 07 Tahun 2005 tentang Transparansi 

dan Partisipasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten 
Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2005 Seri C Nomor 1); 

 
10. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan 

Wajib dan Pilihan Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2007 Seri D 
Nomor 11); 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL 

dan 
BUPATI BANTUL, 

 
M E M U T U S K A N  : 

 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG  PEMBENTUKAN ORGANISASI SATUAN 

POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANTUL. 
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Bantul. 
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul yang selanjutnya disebut DPRD adalah 

lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul. 
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan 

DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam 
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

5. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan 
daerah. 

6. Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat pemerintah daerah dalam memelihara dan 
menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. 

7. Polisi Pamong Praja adalah aparatur Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Bupati dalam 
memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan 
Daerah dan Peraturan Bupati. 

8. Ketenteraman dan ketertiban umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan 
Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, 
tertib dan teratur. 

9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan 
hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya 
didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri. 
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BAB II 
PEMBENTUKAN 

Pasal 2 
  

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul. 
 

BAB III 
  SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK  

Bagian Kesatu 
Susunan 
Pasal 3 

 
(1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri atas : 

a. Kepala Satuan; 
b. Bagian Tata Usaha, terdiri atas : 

1. Sub Bagian Umum dan  Kepegawaian; dan 
2. Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset. 

c. Bidang  Pengendalian dan Operasi, terdiri atas : 
1. Seksi Pengamanan dan Peningkatan Kapasitas; dan 
2. Seksi Intelijen dan Teritorial; 

d. Bidang  Penegakkan Peraturan Daerah, terdiri atas : 
1. Seksi Penyidikan dan Penindakan; dan 
2. Seksi Penyuluhan, Pengkajian dan Evaluasi; 

e. Bidang Ketentraman dan Ketertiban, terdiri atas : 
1. Seksi Pengawasan dan Penertiban; dan 
2. Seksi Inventarisasi dan Pengaduan; 

f.  Kelompok Jabatan Fungsional; 
 

(2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Tata Usaha yang berkedudukan di 
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan. 

 
(3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Kepala Satuan. 
 
(4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di 

bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha. 
 
(5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. 
 
(6) Bagan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tersebut dalam Lampiran dan 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 
 

Bagian Kedua 
Kedudukan dan Tugas Pokok  

Pasal 4 

(1) Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala Satuan dan berkedudukan di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

(2) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman 
dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati. 

BAB IV 
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 

Pasal 5 
 

(1) Untuk menyelenggarakan sebagian tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja yang 
membutuhkan keterampilan dan keahlian tertentu serta atas dasar kebutuhan Satuan Polisi Pamong 
Praja dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional. 

 
(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga 

fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan. 
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